
GUBERNUR GORONTALO

PEMTURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 65 TAHUN 2O1O

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERIA UNIT PEI.AIGANA TEKNIS PADA

BADAN KEUANGAN DAEMH PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a bahwa *,::::ff::[]J;, Daerah Nomor 7 rahun z0o7
tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga
lembaga Teknis Daerah provinsi Gorontalo, dipandang perlu
membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada
Badan Keuangan Daerah provinsi Gorontalo;

b. bahwa berdasarkan dengan peftimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang
Pembentukan Unit pelaksana Teknis pada Badan Keuangan Daerah
Provinsi Gorontalo;

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun LgT4 tentang pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tg74
Nomor 55, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimaan tela diubah dengan Undang-undang Nomor 43
Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

2. undang-undang Nomor 3g Tahun 2000 tentang pembentukan

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060);

3. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42g6);

Mengingat
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7.

4.

5.

10.

undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun zoa4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
undang-Undang Nomor 10 Tahun z0o4 tentang pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (iLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

undang-undang Nomor 31 Tahun zoo4 tentang perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 11g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Fi33)
Undang-undang Nomor 32 Tahun zaa4 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);
Undang-undang Nomor 33 Tahun z0o4 tentang perimbangan

Keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun zoa4 Nomor Lz6
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443g);
undang-undang Nomor t7 Tahun zooT tentang Rencana
Pembangunan Jangka panjang Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun zaaT Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47AD;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian pegawai Negeri sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 'rahun 

2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

9.

11 .
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Menetapkan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan pemerintah Nomor 5g Tatrun 2005 tentang pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2ao7 bntang pembagian
urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah
Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zo07 Nomor g2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oa7 tentang organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 474L);

16. Peraturan Daerah provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2oo7 tentang
Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah provinsi Gorontalo
Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah provinsi

Gorontalo Nomor 6).

MEMUTUSI(AN :
: PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN

UNIT PELAIGANA TEKNIS PADA BADAN KEUANGAN DAEMH
PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimakud dengan :
1. Daerah adalah Daerah otonomi provinsi Gorontalo
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerinbhan

oleh pemerintah daerah dan DpRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Repubrik Indonesia sebagaimana dimaksud
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3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur pemerintahan daerah.

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

5. Badan adalah Badan Keuangan Daerahr provinsi Gorontalo.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unit

pelaksana teknis pada Badan Keuangan Daerah provinsi Gorontalo.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah provinsi

Gorontalo.

8. Kepala UPTB adalah kepala unit prelaksana teknis pada Badan
Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada

Badan Keuangan Daerah provinsi Gorontalo;
(2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. UPTB Wilayah I;

b. UPTB Wilayah ll;dan,

c. UPTB Wilayah III.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3
UPTB merupakan unsur pelaksana teknis operasional badan yang
dipimpin oleh seorang kepara yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada kepala badan.

Bagian Keclua

Tugas

Pasal 4
UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis badan
dalam hal pemungutan pajak daerah.
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Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5
Dalam melaksanakan tugasnya, uprB menyelenggarakan fungsi :
a. melaksanakan pendataan wajib pajak;
b. melaksanakan penghitungan pajak;

c. melaksanakan penetapan pajak;

d. melaksanakan penagihan pajak;

e. melaksanakan penyetoran pajak;

f. melaksanakan penerbitan surat keterangan yang berkaitan dengan
perpajakan;

g. memproses keberatan wajib pajak;

h. membuat evaluasi terhadap penerimaan pajak daerah;
i. menyusun laporan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTB Wilayah I

Pasal 6
(1) susunan organisasi uprB wilayah I sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :
a. Kepala UpTB;

b. Sub Bagian Tata Usaha;dan
c. 2 (dua) Seksi pelayanan;

(2) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri
dari :

a. Seksi pelayanan Kota Gorontalo; dan,
b. Seksi Pelayanan Kabupaten Bone Bolango;

(3) struktur organisasi uprB wilayah I sebagaimana tercantum pada
Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

UPTB Wilayah II

Pasal 7
(1) susunan organisasi uprB wilayah II sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
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c. 2 (dua) Seksi Pelayanan;

(2) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri

dari :

a. Seksi pelayanan Kabupaten Gorontalo; dan,

b. Seksi Pelayanan Kabupaten Gorontalo Utara;

(3) StruKur Organisasi UPTB Wilayah II sebagaimana tercantum pada

Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

UPTB Wilayah III

Pasal 8

(1) Susunan organisasi UPTB Wilayah IIn sebagaimana dimaKud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari :

a. Kepala UPTB;

b. Sub Bagian Tata Usaha;dan

c. 2 (dua) Seksi Pelayanan.

(2) Seksi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri

dari :

a. Seksi pelayanan Kabupaten Boalemo; dan,

b. Seksi Pelayanan Kabupaten Pohuwato;

(3) StruKur Organisasi UPTB Wilayah IItr sebagaimana tercantum pada

Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB V

Tata Kerja

Pasal 9
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTB beftanggung jawab

kepada Kepala Badan.

(2) Kepala UPTB wajib menerapkan koordinasi, singkronisasi, dengan

prinsip efeKifitas dan efesien dalam menyelenggaraan pengelolaan

UPTB.

BAB VI

Tugas dan fungsi

Bagian Kesatu

Kepala UPTB

Pasal 10

Kepala UPTB mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penetapan,

BI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO



Pasaf 11
Dalam melaksanakan tugasnya, kepara UprB menyerenggarakan fungsi :
a. melaksanakan pengawasan atas pemungutan pajak daerah;
b. memproses keberatan wajib pajak;
c. meraksanakan koordinasi dengan instansi terkait daram hal

pemungutan pajak;

d. membuat laporan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 12

sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan perayanan teknis
administrasi di lingkungan UpTB.

Pasal 13
Dalam meraraanakan tugasnya, surb. bagian tata usaha
menyelenggarakan fungsi:
a. menyusun rencana program dan kegiatan UpTB;
b. pengelolaan administrasi kepegawaian clan administrasi keuangan;
c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah hngga dan

perlengkapan;

d. melaksanakan peraporan harian, buranan dan tahunan pajak daerah.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan

Pasal 14
seksi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penetapan
dan pemungutan pajak daerah.

Pasal 15
Dalam melalaanakan tugasnya, seksi pelayanan menyelenggarakan
fungsi :

a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pelayanan;
b. pemberian informasi kepada masyarakat tentang pemungutan pajak

daerah;

c. menetapkan dan mengoreksi besarnya pajak daerah;
d. menerbitkan buKi pemungutan pajak daerah;
e. menatausahaan realisasi penerimaan pajak daerah.
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BAB VN
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16
(1) Kepala adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oteh

Kepala Daerah atas usur sekretaris Daerah provinsi sesuai
peraturan perundang_undangan.

(2) Kepala sub bagian tata usaha dan kepara seksi perayanan adarah
jabatan eseron IVa diangkat dan diberhentikan oreh Kepara Daerah
abs usul sekretaris Daerah provinsi sesuai peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII

PEMBIAYMN

Pasal 17
segala biaya yang timbul akibat pelaksarnaan peraturan Gubernur ini
dibebankan pada Anggarcn Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi
Goronta lo berdasa rkan peraturan perundang_ undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya daram Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.
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aansanggar@gmail.com
Typewritten text
4 Juni 2010

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
4 Juni 2010



LAMPIRAN I PERATUMN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO
NOMOR : Sj TAHUN 2010
IlI99.1! : 4 runl 2010TENTANG : 

-PEM6E.nT?uxnT.T 
UNIT PELAKSANA

UPTB WILAYAH I

I UNAI\ UI\I I P'LAKSANA TEKNIS BADAN KEUANGAN

KEPAI.A
UPTB

SEKSI PEI-AYANAN
KOTA GORONTATO

SEKSI PELAYANAN
KABUPATEN BONE BOLANGOBI
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I.AMPIIRAN II PERATURAN GUBERNU-R PROVINSI GORONTALONOMOR : Sj  TAHUN 2010
I3I99t : + r*lrErviCC i *o.r,uffiuKAN 

uNrr'!J,,,PEI-AKSANA TEKNIS KEUANGAN

UPTB IVILAYAH II

?4E!4H pRovrNsr conorvinio

KEPAI.A
UPTB

SEKSI PEI-AYANAN
KABUPATEN GORONTALO SEKSI PELAYANAN

KAB. GORONTALO UTARABI
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I-AMPIRAN III PEMTURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALONoMoR : 35 TAHUN 2O1O
TANGGA_L:q Junl Z0I0TENTANG : 

' pEM6Effiurnr,r UNIT pir-qrsnrvA TEKNIS BADAN KEUANGAN

UPTB WILAYAH III

KEPALA
UPTB

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEKSI PELAYANAN
MBUPATEN BOALEMO

SEKSI PELAYANAN
KABUPATEN POHUWATOBI
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